
Menimbang 

Mengingat 

a. 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM 

b. 

BUPATI AGAM 

C. 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

KEPUTUSAN BUPATI AGAM 

NOMOR336TAHUN 2024 
TENTANG 

BUPATI AGAM, 

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan 
sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan 

pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah; 

bahwa untuk tersedianya informasi publik yang 
lengkap, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, perlu adanya standar 

prosedur pengelolaan informasi dan dokumentasi di 

akurat, faktual 

bahwa berdasarkan kententuan Pasal 13 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011. 
Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan uji 

coba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan 
Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar 
Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Agam; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1956 Nomor 

250); 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam; 



5. 

2. Undang-Undang Nomor 

Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8 

4. 

9 

14 Tahun 2008 tentang 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan 
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 

Informatika; 



KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik; 

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, 

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusarn ini. 
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada 

dictum KESATU meliputi: 

a. Standar Operasional Prosedur Pengumunan Informasi 

Publik; 

b. Standar Operasional Prosedur Standar Pendokumentasian 

Informasi Publik; 

C. Standar 

MEMUTUSKAN: 

Publik; 

Pernutakhiran Daftar Informasi Publik; 

e. Standar 

Operasional 

d. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi 

Publik; 

Informasi Publik; 

h. Standar 

Opersional Prosedur Pengelolan 

Prosedur 

f. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi 

g. Standar Operasional Prosedur 

Informasi Publik; dan 

Operasional 
Informasi yang Dikecualikan. 

G 

Penetapan dan 

Prosedur 

A 

Keberatan 

Maklumat Pelayanan 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

ANDRYÁRMAN 

Pendokumentasian 

Ditetapkan di Lubuk Basung 

pada. tanggal 20 Agustus 2024 

BUPANVAGAM 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI AGAM 
NOMOR 34TAHUN 2024 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGELOLAAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI 
DI 

LINGKUNGAN 

PEMERINTAH 

KABUPATEN AGAM 

STANDAR 

OPERASIONAL 

PROSEDUR 

PENGELOLAAN 

INFORMASI 

DAN 

DOKUMENTASI 

DI 

LINGKUNGAN 

PEMERINTAH 

KABUPATEN 

AGAM 

O00.9-33/199/ 

Oiskom1nÊo -

2024 

29 Agustys ao4 

Tanggal Pembuatan 

Tanggal Revisi 
Nomor SOP 

|Tanggal Efektif Disahkan Oleh 

GÄRM 

BUPATIAGAM) 

PEMERINTAH KABUPATEN AGAN 

DIRAS 

KOMUNKASI 

DAN 

INFORMATIKA 

|PENGUNMAINFORMAPUBUK 

Nama SOP 

Kualifikasi Pelaksana 

Dasar Hukum 

1. 

Pendidikan 

minimal 

Diploma 
3 

(D3) 

1. 

Undang-undang 

Nomor 
14 

Tahun 

2008 

tentang 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

Mamnpu 

mengoperasikan 

komputer 
/ 

laptop 

2. 

Mernahami 

peraturan 

perundang-undangan 

termtang 

pelay 

anan 

publik 

Mengetahui 

2. 

Undang-undang 

Nomor 
25 

Tahun 

2009 

tentang 

Pelayanan 

Publik 

3. 4. 5. 

Mampu 

melakukan 

koordinasi 

dalam 

pelaksanaan 

pelaranan 

pubik 

3. 

PP 

Nomor 
6 1 

Tahun 

2010 

tentang 

Pelaksanaan 

Undang-undang 

Nomor 

14 

Tahun 

2008 

tentang 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

4. 

Permendagri 

Nomor 
3 

Tahun 

2017 

tentang 

Pedoman 

Pengelolaan 

Pelavanan 

Informasi 

dan 

Dokumentasi 

Kerneterian 

Dalam 

Negeri 

dan 

Pemerintahan 

Daerah 

5. 

Peraturan 

Menteri 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Nomor 
8 

Tahun 

2019 

tentang 

Penyeleng 

garaan 

Urusan 

Pemerintah 

Konkuren 

Bidang 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

6. 

Peraturan 

Daerah 

Provinsi 

Sumatera 

Barat 

Nomor 
3 

Tahun 

2022 

Tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

7. 

Peraturan 

Gubernur 

Sumatera 

Barat 

Nomor 
15 

Tahun 

2020 

Tentang 

Tata 

Cara 

Pengelolaan 

Informasi 

Dan 

Dokumentasi 
Di 

Lingkungan 

Permerintah 

Daerah 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Peralatan/Perlerngkapan 

Keterkaitan 

2. 

ATK 

dan 

Flash 

Disc 

3. 

Komputer, 

Internet, 

Printer, 

dan 

Scanner 

2. 

Jika 

SOP 

tidak 

dilaksanakan, 

maka 

tugas 

tidak 

berjealan 

dengan 

baik 

Disimpan 

dalam 

data 

elektronik 

dan 

manual 

Pencatatan dan Pendataan 

Peringatan 

tentang 

Pengelolaan 

Standar 

Layanan 

Informasi Publik 



Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumuman Informasi Publik 

o. Keglatan 

1. Mengumpulkan informasi yang berkualitas dan 
relevan dengan tupoksi masing-masing SKPD 
baik yang diproduksi sendiri, maupun yang 
dikirim ke pihak lain 

2. Mengklarifikasi seluruh informasi yang 
dikumpulkan dan mengidentifikasi berdasarkan 
sifat informasi 

3. Mendokumentasikan informasi publik dalam 
bentuk file khusus 

4. Menetapkan Dafar Informasi Publik (DIP) dan 
mengumumkan DIP kepada masyarakat 

5. Mengupload DIP ke Web PPID atau Web 
Pemerintah Daerah mnaupun melalui sarana 
pengumuman lainnva 

Seluruh Pejabat 
| Staf 

Pelaksana 

PPID dan PPID 
Pembantu 

Administrator 
Web PPID atau 

Web Pemerintah 

Daerah 

Kelengkapan 

Lembar Kerja, ATK dan 
Komputer Online 

Buku dan Komputer 

Buku dan Komputer 

Mutu Buku 

Waktu 

15 Menit / 1 
Informasi 

15 Menit/1 
Informasi 

|15 Menit / 1 
Informasi 

Buku dan Komputer online 15 Menit|1 
Informasi 

Data Informasi Publik (DIP15 Menit/ 1 
Informasi dan Komputer online 

Output 

Isian Daftar Informasi Publik 

(DIP) yang sudah divarifikasi 
oleh Kepala SKPD 

Data informasi pubik yang 
masuk 

|Laporan hasil identifikasi 

informasi publik 

Data inormasi Publik (DIP) 

Informasi online ke masyarakat 
melalui Web atau media 

publikasi onine yang dimihki 
Pemerintah Daerah 

Keterangan 

Waktu terganturng 
|laporan yang masuk 

Diiaksanakan 
bersamaTim PPD 

dan PPID Pembantu 
Jdengan melakukan 
rapat 
|Surat Keputusan di 
dokumentasikan oleh 
setiap SKPD dan 
PPID/PPD 
Pembantu untuk 
pubik 



Dasar Hukum 

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informaai Publik 
4. Permerndagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedorman Pengelolaan Pelayanan Informasi 

dan Dokumentasi Keneterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 
5. Peraturan Menteri Komunlkasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyeleng 

garaan Urusan Pernerintah Konkuren Bidang Komunikaai dan Informatika 
6. Peraturan Daerah Provinal Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

Keterkaitan 

7. Peraturan Gubermur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 
Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera Barat 

1. Pencatatan dan Pendataan disimpan dalam bentuk digital/elektronik 

Peringatan 

2. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik 

|Nomor SOP 

|Tanggal Pernbuatan 
Tanggal Revisi 

Tanggal Efektif 
Disahkarn Oleh 

Nama SOP 

Kualifikasi Pelaksana 

C00.9 -3.3/200 / DIskomno 2029 
a9 Agueuso 

1. Pendidikan minimal Diploma 3 (D3) 
2. Mampu mengoperasikarn komputer / laptop 

PENERARAN DAY PEMKHÍRAN DAFTAR 
INFORMASI REBLIK 

Peralatan/ Perlengkapan 

BUPATDACAN. 

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik 
4. Mengetahui tentang Pengelolaan Standar Layanan Informasi Publik 

|2. ATK dan Flash Disc 

|5. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan publik 

WRNM�AN 

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 

3. Kornputer, Internet, Printer, dan Scanner 

|Pencatatan dan Pendataan 

|DisimpAn dalam data elektronik dan manual 



Standar Operasional Prosedur (SOP) Peneta pan dan Pemutakhiran Daftar Inlornnasi Publik 

No. Kegiatan 

1. Mengkoordinasikan PPID Pelekasana pada Pemda Agam 
untuk mengumpulkan Data Informasi Publik (DIP) 

2. Menginputkan DIP yang telah dikumpulkan melalui 
Website PPID Pela ksana, minimal dilakukan update data 
per 6 bulan/semester 

3. JAdmin PPID Utama melakukan verifikasi terhadap DIP 

yang telah di unggah oleh PPID Pelaksana sebelum di 

publikasikan ke publik, informasi yang telah di inputkan 

direkap dan dilaporkan kepada PPID Utama sebagai bahan 
monitoring den evaluasi bagi perangkat Daerah/PPID 
Pelaksana, dan menjadi daftar DIP, 

Apabila (ya) DIP yang sudah di unggah sudah sesuai 
dengan ketentuan keabsahan suatu Dokumen, maka 

|Admin PPID Utama akan menyetujuan DIP dimaksud 
untuk di Publikasikan, apabila (tidak DIP yang 
tidak sah akan dikembalikan oleh PPID Utama ke PPID 

4. Admin PPID Utama/Bidang Pengolah Data menyampaikan 
|laporan monitoring dan evaluasi kepada PPID Utama, 
Jenis DIP masing-masing PPID Pelaksana akan di nilai 

dari unggahan terbanyak dan di informasikan paling 
sedikit per 6 bulan/sernes ter 

Admin 
Website 

PPID 
PelakRna 

PPID 
Pekakana 

Pelaksang 

Admin 
PPID 

Utamg 

PPID Utama Kelengkapan 

Surat/Perintah 
Melalui 

Pengumuman 

Mutu Buku 

Website PPID 
|Pelaksana dan PPID 

Waktu 

File atau Dokumen Secara 
DIP 

Utama 

hari 

Kornputer / Laptop 90 Menit 
dan Jaringan 
Internet 

Berkala, Serta 
merta dan 

Setiap saat 

Tentatif 

Output 

Berita dan 

|Informasi 

Proses ungga DIP 

Inputan sesuai 
status DIP 

Informasi dan 

Dokumentasi 

Terpublikasi 

Keterangan 

Pelaksana untuk diperbaiki 



AGAMM 

Dasar Hukum 

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM 

1. Undarng-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

|2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik 

4. Permendagri Normor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi 
dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 

5. Peraturan Menteri Komurikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyeleng 
garaan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik 

Keterkaitan 

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 
Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sumatera Barat 

|1. Pencatatan dan Pendataan disimpan dalam bentuk digital/ elektronik 

Peringatan 

2. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik 

Nomor SOP 

Tanggal Pembuatan 
Tanggal Revisi 
Tanggal Efektif 
Disahkarn Oleh 

Nama SOP 

Kualifikasi Pelaksana 
1. Pendidikan minimal Diploma 3 (D3) 

000-9-3.3 /201piskomingo 202y 
29 Agus021 

2. Mampu mengoperasikan komputer / laptop 

PENGELLAAN TSRORASLBEBLIK 

3. Mernahami peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik 

Peralatarn/ Perlengkapan 

4. Mengetahui tentang Pengelolaan Standar Layanan Informasi Publik 

aPAIAAM, 

5. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan publik 

2. ATK dan Flash Disc 
1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 

Pencatatan dan Pendataan 
3. Konputer, Internet, Printer, dan Scanner 

Disimpan dalam data elektronik dan manual 



Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi Publik 

No. 

6 

Keglatan 

1. Menvediakan Data Informasi Publik (DIP) sesuai 
aturan Informasi Publik 

2. Menyerahkan DIP oleh PPID Pelaksana baik 
|berbentuk Softcopy ataupun Hardcopy ke Admin 
PPID Utama 

3. Mengklasifikasikan DIP yang diperoleh sesuai 
dengan kategori informasi publik yang telah 
ditentukan 

4. Mendokumnentasikan daftar dan fisik DIP dengan 
baik sesuai dengan ketentuan Uä Keasipan 

5. Menerima daftar dan fisik DIP dengan baik 

|Memverifikasikan kelengkapan dan kesesuaian 
informasi publik dengan ketentuan yang berlaku 

7. Melaporkan hasil verifikasi ke PPID Utama 

8. Menetapkan Kualifikasi informasi sesuai dengan 
UU KIP 

9. Menyajikan DIP yang bersifat terbuka pada 
Website PPID 

10. Membuat laporan pengelolaan dan pemeliharaan 
informasi publik 

11. Menerima laporan Pengelolaan informasi publik 

12. Melaporkan kepada Atasan PPID 

PPID Utama 
Atasan 

PPID 

PelakAna 

Admin PPID 
Utama 

Bldang Pengelolaan 
Data dan Klasifiksi 

Informasi Kelengapan 
Data informasi dan 
dokumentasi pubik 
Daftar informasi 
publik 

Daftar informasi 
publik 

Daftar informasi 
publik 

Daftar informasi 
publik 

Daftar informasi 
publik 

Daftar informasi 
publik 
Daftar informasi 
publik 

Daftar informasi 

lpublik 
Daftar informasi 
publik 

|Laporan informasi 
publik 
Laporan intormasi 

publik 

Mutu Bula 

Wata 

|3 hari 

30 menit 

2 bari 

3 hari 

15 menit 

3 bari 

30 meit 

30 menit 

3 hari 

|2 hari 

30 menit 

15 menit 

Output 

Daftar informasi 
publik 

Daftar informnasi 
pubik 

Kategori 
informasi pubik 
yang akan di 
dokumnentasikan 
Daftar informasi 
pubik 

Daftar informasi 
publik 
Hasil erifikasi 

infformasi publik 

Hasil vernfikasi 

informasi publk 
Hasi verifikasi 

infformasi publk 

Lnformasi publik 
Ipada Web 
|Laporan 
pengeloaan dan 
perolehan 
informasi pubik 
Hasil laporan DIP 

Hasil laporan DP 

Ketertngn 



13. Melakukan evaluasi berdasarkan hasil 
pelaksanaan Monev Informasi Publik 

14. Memantau pelaksanaan pengolaan informasi 
publik dan melakukan monev 

15. Dari hasil Money dan masukan Publik 
menetapkan informasi publik bersifat terbuka 
namun belum di klasidikasikan ke dalam daftar 

|informasi 

Laporan informasi 
publik yang akan di 
evaluasi 

Daftar informasi 
publik 

Daftar informasi 

publik 

3 hari 

3 hari 

1 hari 

Hasil Evaluasi 
DIP 

Hasil Evaluasi 

DIP 

Klasifikasi DIP 



AGAM 

Dasar Hukum 

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik 
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi 

dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informnatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penveleng 

garaan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

Keterkaitan 

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 
Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sumatera Barat 

Peringatan 

1. Pencatatan dan Pendataan disimpan dalam bentuk digital/ elektronik 
2. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik 

Nomor SOP 
Tanggal Pernbuatan 
Tanggal Revisi 
Tanggal Efektif 
Disahkan Oleh 

Nama SOP 

Kualifikasi Pelaksana 

OOO.93.3/202/skomnto D24 
29 Agusby% 214 

1. Pendidikan minimal Diploma 3 (D3) 

PUBLIK 
|PENGELO KAN RERTAN AFORMASI 

Peralatan/Perlengkapan 

ANORNAPAN 

2. Mampu mengoperasikan komputer / laptop 

BORATVGAM, 

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik 

2. ATK dan Flash Disc 

4. Mengetahui tentang Perngelolaan Standar Layanan Informasi Publik 
5. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelavanan publik 

1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran 

3. Komputer, Internet, Printer, dan Scanner 
Pencatatan dan Pendataan 

Disimpan dalam data elektronik dan manual 



Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolan Keberatan Informasi Publik 

No. Keglatan 

1. Melayani penyampaian pengajuan keberatan 

atas tidak terlayaninya informasi yang 
diinginkan pemohon 

2. Melakukan registrasi formulir pengajuan 
keberatan pelayanan informasi dari pemohon 
dan menyampaikan pengajuan keberatan dari 
pemohon ke atasan PPID(Sekretaris 
Daerah/Pengarah) 

3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari 
para pemohon dan memerintahkan PPID dan 

PPID Pembantu untuk menjawab permintaan 

4. Memerintahkan kepada PPID dan PPID 
Pembantu untuk memenuhi permintaan 
informasi dari pemohon 

5. Memberikan informasi yang diminta oleh 
Ipemohon kepada atasan PPID jika informasi 
yang dimaksud telah masuk Daftar Informasi 
Publik. Atasan PPD akan mnenjawab pengajuan 
keberatan kepada penohon. Jika informasi 
yang diinginkan pemohon tidak termasuk 
dalam Daftar Informasi Publik yang telah 
diumumkan (karena informasi belum tersedia 
atau termasuk informasi yang dikecualikan), 
maka diberikan surat penolakan kepada 
pemohon. 

Pemohon 

Pelaksana 
Petugas 

Pelayanan 
Informasl 

Publlk 

PPID dan 
PPID 

Pembantu 
Pengarah 

Tida 

V 

Kelengkapan 

Form pengajuan 
keberatan informasi 
|lengkap 

Form pengajuan 
keberatan informasi 
lengkap dari buku 
registrasi 

Berkas pengajuan 
keberatan 

Berkas pengajuan 
keberatan dan 

Mutu Buku 

Waktu Output 

10 menit Formulir permohonan 
orang informasi yang telah 

diisi lengkap berserta 
persyaratan tentang 
biodata melalui foto 
copy KTP yang sudah 
discanner 

10 menit Daftar pengajuan 
orang informasi yang sudah 

diregistrasi 

15 menit Berkas surat perintah 
orangtertulis tentang hasil 

pengajuan keberatan 

10 menit |Surat perintah tertulis 
| orang tentang hasil pengajuan 

keberatan Daftar Informasi 
Dokumen informasi 15 menit Informasi publik yang 
dan dokumen surat orang diminta pemohon dan 
penolakan 

Keterangan 

Waktu tergantung 
|laporan yang masuk 
dari maksimal 30 

|Laporan dalam 1 hari 

surat penolakan 
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